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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 33 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 02 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN

Menimbang

Mengingat :

a.

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT] KAROC,

bahwa berdasark an Peraturan Femerntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewian Perwakilan Rakyat Daerah,
dan tindak lanjut pelaksanaan Pasz | 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2003 tentang Susunan dan Kedudikan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, telanh ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2008
tentang Keducukan Protokoier dan Ke uangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa dalam rangka mendorong penings atan kinera Dewan Perwakilan Rakyat
Daereh dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daeran berdasarkan Peraturan Pemerntah Nemor §8 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada huruf a
berdasarkan Peraturan Pemernta .h Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diuban
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2006,

bahwa berdasark an pertimbangan sebagaimana dimi:aksud pada huruf b. dipandang
periu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02
Tahun 2006 Tentang Keduduk an Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Drt No 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otfonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan 0Daerah Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Tahun 1856 Nomor 58, Tambahan i.embaran Negara Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun
1887 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4052),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Keduduk an Majelis
Permusyawaratan Rekyat, Dewan Perwakilan Rekyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Leinbar:an Negara Nomor 4310):
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Undang- Undiang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor §, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor £3, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4389),

Undang - Undang Nomor 32 Tadhwn 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437 ) sebagaimana telah dirupah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadl Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nommor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lemberan Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1SX) tentang Ketentuan Keprotokolan
Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara
Tahun 1980 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);

Peraturan Pemerintah  Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

. Peraturan Pemeiinteh Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan

Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tampbahan Lembaran Negara Nomor 4416);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417

. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaklian Rak yat Dasrah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 140 - Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 7S Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah {Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);

19. Peraturan.....
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19. Peraturan Dega.h Kabupaten Karo Nemor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Ta hitn 2005 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARO NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dasrah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun
2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwa_Klan Raisyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005 Nomor
04) diubah seb agai berixut ;

1. Di antara huruf r dan huruf s Pasat 1 disisipk an 2 (dua) huruf, yakni huruf ra
dan rb, sehingga berbunyi sebagai berikut:

ra Tunjangan Komunikasi intensif adalah tunjangan berupa uang yang
diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setigp bulan dalam
rangka mendorong peningk atan  kinerjla dalam  menampung  dan
menyalurk an aspirasi masyarakat di Daerah pemifihannya.

rb  Dana Operasional adaiah uang yang diberikan Kepada Pimpinan DPRD
sefiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan
dengan representasl, pslayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 1 huruf s dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

S. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa
pemberian jaminan pemseliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada

Plmplnan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan
DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD.,
serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

3. Ketentuan Pasal 14 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
Uang Representasi;
Tunjangan Keluarga;
Tunjangan Beras;
Uang Paket;
Tunjangan Jabatan;
Tunjangan Panitia Musyawarah;
Tunjangan Komisi

o ™ 8 me TP

h. Tunjangan.....
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h.  Tunjangan Panitia Anggaran
i. Tunjangan Badan Kehommatan
i. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipk an 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A
yanhg berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa
Tunjangan Komunikasi Intensif.

(2) Selalin penerimaan lain sepagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional,

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berkit:
Pasal 15

(1} Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.

(2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupali yang
ditetapkan Pemerintah.

(3) Uang Repiesentasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh
perseratus) darn Uang Representasi Ketua DPRD.

(4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima
perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

6. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipk an 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 A

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberkan Tunjangan Keluarga dan
Tunjangan Beras.

(2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang beriaku pada Pegawai
Negert Sipll,

7. Ketentuan Pasal 18 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau
Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan

Lalnnya yang diperiukan, diberk an tunjangan alat kelengkapan sebagal berikut:

a. Ketua sebesar 7.5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan

Ketua DPRD;

b. Wakll Ketua sebesar 5% (Ima perseratus) darl Tupjangan Jabatan Ketua
DPRD;

c. Sekretaris sebesar 4%(empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DFRD,

d. Anggota 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Ketua DPRD.

8. Diantara.....
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8. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipk an 4 (empat) pasal, yakni Pasal 18A,

10.

Pasal 16B. Pasal 18C dan Pasal 18 D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud datam Pasal 14 A ayat
(1) diberikan kepada Pimpinan dan Angola DPRD setiap bulan paling tinggi 3
(tiga) kall uang representasi Ketua CPRD.

Pasal 18 B

(1) Dana Operasional sebagaimana dimak sud dalam Pasal 14A aya (2)
diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) Kali
uang representasl yang bersangkutan.

(2) Dana Operasional yang dibserikan kepada Wakil Ketua DPRD paling
tinggl 4 (tempat) Kali uang representasi yang bersangkutan.

Pasai 18 C

(1) Penetapan besarnya Tuniangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional Pimpinan CGPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 A

gan Fasal 18 B mempenimbangkan beban tugas dan Kemampuan
Keuzangan daerah.

(2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas manfaat dan
gfisiens! dalam rangka menduk ung kelancaran pelak sanaan tugas.

Pasal 18 ©

Tunjangan Komunikasti intensif dan Dana Operasion:al sebagaimana dimaks ud
dalam Pasal 18 A dan Pasal 18 B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari
2006.

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Fasal 19

(1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibsbankan pada
APBD.

(2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas
penerimaan lain sebagaimana dimakstid dalem Pasal 14A dibebankan
kepada yang bersangkutan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 20 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya dberikan laminan
pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi

kesehatan kepada Lembaga Asuransl yang ditetapkan oleh Bupat!
dengan persetujuan DPRD.

(2) Keluarga.....
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(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD vyang mendapat jaminan
r pemeliharaan kesehatan yiaitu suami atau istsri dan 2 (dua) orang anak;

(3) Besarnya premi asuransi sebaga_inana dma k sud pada ayat (1) termasuk
biaya general check-up 1 (satu) kali dalam sstahun bagi pimpinan dan
anggota DPRD.

(4) Penibayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada APBD.
11. Ketentuan pasal 25 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berkut:
Pasal 25

(1)  Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan
Pimpinan atau rumeh dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan
diberikan tunjangan perumanan;

(2)  Tunjangan perumahan sebagaimana dimak sud pada ayat {1). diberikan
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap oulan terhitung mulai tanggal
pengiv-apan sumpan/any.

(3) Pembterian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan resionalitas serta
standar harga setempat yang benak u.

(4) Ketentuan lebih lanjul mengenai besarnya (unjangan perumahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengsn Peraturan
Kepala Daeran.

12. Ketentuan Pasal 26 dnuba h sehingga berbunyi sebagai berk ut
Pasal 26

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta
atributnya yang terdiri dari

a, Pakaian Sipil Harlan dissdiakan 2 (dua) pasang dalam 1 (safu)

tahun;

b.  Pakalan Sipll Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu)
tahun:

c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam & (lima)
tahun;

d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (saiu) pasang dalam 1
(satu) tahun.

(2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian  dinas
mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

13. Di antara Pasat 26 dan Pasal 27 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni
Bagian Kedua A, dan Ksetentuan Pasal 27 Bagian Kedua diubah, sehingga
perbunyi sebagal berikut:
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Bagian Kedua A
Uang Duka dan Bantuan
Pengurusan Jenazah

Pasal &7

(1) Datam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meningg:al dunia tidak dalam

menjalankan tugas, Kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua)
kall uang representasl.

(2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam

3

menjalankan tugas, kepada ahli waris dibenkan uang duka sebesar €
(enam) kall uang representasl.

Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
kepada anti waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

14. Ketentuan Pasal 29 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berkut

)

@

3

Pasal 29

Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung Kkelancaran
tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Bejanja penunjang kegiatan sebagdimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan:
a. Rapat-rgpat;
D, Kupjungan kera;
€. penyiapan rancangan peraituran daerah, pengkajian  dan
penelaahan peraturan daerah;
d. peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme;
e

Koordinasi dan  konsuitasi kegiatan pemerintahan  dan
kemasyarakatan.

15. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehiagga berbunyi sebagai berikut:

(1

2

3)

Pasal 30

Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang

terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan
tunjangan Kesejahteraan serta pelanja pentnjang keglatan DPRD yang
diformulasikan ke dalam Rericana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sek retariat DPRD.

Belahja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14, Pasal 14A, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 dianggarkan dalam pos
DPRD

Tunjangan Kessjahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pesal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26, serla Belanja
Penunjang Keglatan DPRD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 24 ayat
{2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam
jonis belanja sebagai berikut:

a, Beianja Pegawal.

b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Modal,

Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal |l

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan - dengan
penempatannya dalam Lembaran Dasrah Kabupaten Karo

Jundangkan DI Kabanjahe
)ada tanggal: 26 Desembef£006

’>EKRETARISHAERAH KABUPATEN
=
SUMBUL £EME{RING DEPARI

EMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2006 NOMOR 32



Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10
Pasal 20
Cukup Jelas
Angka 11
Pasal 25
Cukup Jelas
Angka 12
Pasal 26
Cukup Jelas
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Pasal 14
CUuKup Jelas.
Pasal 14A
CuKkup jelas.
Pasal 15
CuKup jelas.
Pasal 16 A
Cukup jelas,
Pasal 18
Cukup Jalas
Pasal 18A
Cukup jelas.
Pasal 18B
Cukup Jelas.
Pasal 18C
Ayat (1)
Mempertimbangkan beban tugas antara lain dikaitkan dengan jumish
penduduk, luas wilayah, jumiah kecamatan dan desa di kabupaten
dan tingkat kesulitan jangkauan oelayanan. Kemampuan Keuangan
daerah antara lain dikaitkan dengan ketersediaan Keuangan daerah
setelah seluruh pendapatan daerah dianggarkan umtuk mendanal
drusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan
kewajibankewajiban ainnya yang mengikat sesuai dengan ketontuan
peraturan perundang-undangan sepertl pernbayaran cidian dan
pokKok utang pinjaman daerah dan/atau pelunasan kewajiban
pemerintah daerah kepada pihak kefiga.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 18D
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
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Angka 13
Pasal 27
Uang diika wafat dan bantuan pengurtisan jenazah dloebankan dalam APBD
dan diberikan kepada ahli wars pada saal Pimpinan atau Anggota DPRD
meninggal dunia.
gka 14
sal 29
kup Jelas
Angka 15
Pasal 30
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Renciana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalan doK umen perencanaan dan

panganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD sera anggaran

yang diperiukan untuk melaksanakannya.
Ayat (2)

Cukup Jeias.
Ayat 13)

Yang dimaksud dengan ‘diuraikan ke dalam jenis belanjg" adalah

sebagai berikut:

a. Belang pegawa antara lain untuk kebutuhan belanja Gajii dan
Tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesugi dengan pangkat/golongen
dan Jabatan sera penghasilan lainnya yang ditetapkan sesual
dengan ketentuan perundang-undangan,

b. Belanja barang dan jasa vaitu untuk pembelian/ pengadaan barang

yang rmasa manfaatnya paling lama 12 (dua tbtelas) bulan dan
pemakalan fasa dalam melaksanakan Kegiatan pemerintahan,
mencakup barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor,
pembayaran premi asuransi kesehatan dan gensral check-up,
makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta
perjalanan dinas.
Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama
lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam Daerah maupun ke
luar deerah ysng besarnva disesuaikan dengan standar perjelanan
dinas Pegawal Negert Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

¢. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilak ukan dalam rangka
pembelien/pengadean atau pembangunan serana dan prasarana
maul.  menunjang kdancaran tugas dan fungsl DPRD yang
mempunyai masa manfaat lebih dar 12 (dua belas ) bulan seperti
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap
jainnya.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal [l

Cukup jelas.



